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Abstract:  

This study aims to analyze legal protection for children as active 

smokers, specifically in the context of the ban on cigarette sales to 

minors in Panakkukang District, Makassar City. The widespread 

access of children to cigarettes from retail vendors demonstrates weak 

oversight and implementation of local laws, despite the fact that 

children are legal subjects who deserve special protection. The method 

used was empirical juridical with a sociological and normative 

approach. Data were collected through interviews, observations, and 

questionnaires with children who are active smokers, their parents, 

cigarette vendors, and Public Order Agency (Satpol PP) officers. The 

data were analyzed qualitatively to assess the extent to which legal 

norms are implemented in the field. The results indicate that legal 

protection for children is ineffective. Retail vendors are still free to sell 

cigarettes to children without considering age restrictions. Law 

enforcement remains weak, compounded by the permissive attitudes of 

some parents and a lack of socialization of legal regulations in the 

community. Children living in densely populated or underprivileged 

neighborhoods tend to have easier access to cigarettes with minimal 

supervision than children from more affluent families. One 

recommendation is the need for consistent increased supervision and 

law enforcement by relevant authorities. Local governments, the Public 

Order Agency (Satpol PP), and the police need to play an active role in 

controlling the distribution of cigarettes to children. Legal education 

for businesses and the public is also crucial to prevent violations. 

Furthermore, the establishment of technical regulations at the local 

level, such as Village or District Regulations, can be a concrete solution 

to strengthening legal protection for children as consumers 

Keywords: Legal protection, children, cigarettes, retail sales, 

Panakkukang District. 

Abstrak:  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum 

bagi anak sebagai konsumen perokok aktif, khususnya dalam konteks 

larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di 
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Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Maraknya anak-anak 

yang mengakses rokok dari penjual eceran menunjukkan lemahnya 

pengawasan dan implementasi hukum di tingkat lokal, padahal anak 

merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan 

khusus.Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan 

pendekatan sosiologis dan normatif. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan kuisioner terhadap anak-anak perokok 

aktif, orang tua, penjual rokok, serta aparat Satpol PP. Data 

dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana norma hukum 

terlaksana di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum bagi anak belum berjalan efektif. Penjual 

eceran masih bebas menjual rokok kepada anak tanpa 

mempertimbangkan batas usia. Penegakan hukum masih lemah, 

ditambah sikap permisif sebagian orang tua dan kurangnya 

sosialisasi aturan hukum di masyarakat. Anak-anak yang tinggal di 

lingkungan padat atau kurang mampu cenderung memiliki akses 

lebih mudah terhadap rokok, dengan tingkat pengawasan yang 

minim dibandingkan anak dari keluarga mampu. Saran yang dapat 

diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan 

hukum oleh aparat terkait secara konsisten. Pemerintah daerah, 

Satpol PP, dan kepolisian perlu berperan aktif dalam mengontrol 

peredaran rokok kepada anak. Edukasi hukum kepada pelaku usaha 

dan masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran. Selain itu, pembentukan regulasi teknis di tingkat 

lokal, seperti Peraturan Kelurahan atau Kecamatan, dapat menjadi 

solusi konkret dalam memperkuat perlindungan hukum anak sebagai 

konsumen.  

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, rokok, penjualan eceran, 

Kecamatan Panakkukang. 

PENDAHULUAN  

Rokok sebagai produk yang mengandung nikotin dan zat berbahaya lainnya yang 

sudah tentu dapat menyebabkan kecanduan dan telah lama dikaitkan atas berbagai hal 

penyakit serius lagi kronis.  Di Indonesia sendiri, dampaknya kian makin terasa, serta lagi 

mengkhawatirkan ketika anak dibawah umur, yang seharusnya dilindungi, justru menjadi 

sasaran yang empuk untuk menjadi konsumen awal akibat lemahnya pengawasan terhadap 

penjualan produk rokok kepada anak-anak, baik itu secara langsung maupun melalui 

platform daring, yang memungkinkan bagi mereka untuk membeli rokok dengan mudah. 

Ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, karena masa depan mereka dapat 

terganggu oleh paparan zat yang candu. 

Keberadaan rokok ilegal tanpa cukai pula semakin memperburuk situasi. Rokok 

ilegal umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak melalui 

mekanisme pajak dan pengawasan resmi pihak berwajib. Kondisi ini kemudian 

membuatnya lebih mudah diakses oleh anak-anak dan remaja yang memiliki keterbatasan 



Legal Dialogica 

Volume 1 Issue 1   

 

3 

daya beli. Harga yang rendah menjadi daya tarik utama, sehingga anak-anak di bawah 

umur lebih terdorong untuk mencoba atau bahkan menjadi konsumen aktif.  

Penjualan rokok ilegal juga luput dari peringatan kesehatan yang diwajibkan pada 

kemasan resmi, sehingga anak-anak tidak mendapatkan informasi risiko yang 

semestinya.Proporsi pengguna rokok elektrik meningkat pesat, meskipun nilainya masih 

relatif rendah dibanding rokok konvensional, hal ini menjadi tren yang mengkhawatirkan. 

Rerata kasus anak 13–15 tahun yang merokok di Indonesia 19–23 % jauh lebih tinggi 

dibanding rata-rata global.1  Pada tahun 2023, survei Kementerian Kesehatan mencatat 

7,4 % anak usia 10–18 tahun merokok, turun dari 9,1 %,pada tahun 2018, namun tetap di 

atas target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 5,4% dan 

kondisi di tahun 2013 sebesar 7,2%.2  Data dari Global Youth Tobacco Survey(GYTS) 

2019 menunjukkan 19,2 % siswa usia 13–15 tahun telah dan dalam tahap menggunakan 

produk tembakau bukan hanya sekedar coba-coba saja.3  Di kota Makassar, usia 10+ 

tahun, nilainya mencapai 25,9%, yang menjadi bukti bahwa 1 dari 4 anak berusia di angka 

tersebut sudah menjadi bagian dari perokok aktif,4  menjadikan tren anak yang merokok 

membuat gusar hati dan tetap mengindikasikan peningkatan dari tahun ke tahun.  

Selain berbagai regulasi yang telah berjalan, agama islam juga memberikan landasan 

kuat untuk melindungi anak anak dari bahaya rokok. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 َ َ حْسِنُوْا  ۛ  اِنَّ اللّٰه ةِ  ۛ  وَا َّهْلُكَ لَى الت مْ اِ كُ دِيْ قُوْا بِاَ يْ لُْ ِ وَلََ ت بِيْلِ اللّٰه قُوْا فِيْ سَ فِ نَ   وَاَ نْ مُحْسِنِيْ يُحِبُّ الْ  

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 

sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 195)5  

Ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk kebinasaan 

termasuk halnya yang dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk zat 

 
1 Widiadana, R. (2021,7 juni). Protect Indonesian children from tobacco addiction. The Jakarta Post. Diakses dari 
https://www.thejakartapost.com/paper/2021/06/07/protect-indonesian-children-from-tobacco-
addiction.html, pada tanggal 24 juni 2025. 
2 Andi firdaus & Resinta S. (2023,29 mei). Number of smokers among kids and teens increases: Health Ministry. 
Antara News. Diakses melalui https://en.antaranews.com/news/283293/number-of-smokers-among-kids-and-
teens-increases-health-ministry, pada tanggal 24 juni 2025. 
3 Gea melinda (2024,5 mei). Tantangan berat menurunkan angka perokok anak. Kompas. Diakses dari 
https://www.kompas.id/baca/english/2024/05/15/en-tantangan-berat-menurunkan-angka-perokok-anak, 
pada tanggal 24 juni 2025. 
4 Alief (2023,4 juni). Perokok Anak dan Remaja di Makassar Mengkhawatirkan, Hasanuddin Contact Dorong 
Makassar Bebas dari Bahaya Rokok. Rakyat sulsel. Diakses dari 
https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/06/04/perokok-anak-dan-remaja-di-makassar-mengkhawatirkan-
hasanuddin-contact-dorong-makassar-bebas-dari-bahaya-rokok/ pada tanggal 14 juli 2025. 
5 Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2): 195 Via Al-Qur'an Indonesia https://quranapp.id 
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berbahaya seperti rokok. Larangan yang serupa ditegaskan lagi dalam surah An-nisa ayat 

29, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

ـايَُّهَا الَّذِيْ  ٰۤ كُ ي  نْ نْ تَرَا ضٍ م ِ وْنَ تِجَا رَةً عَ ٰۤ انَْ تكَُ بَا طِلِ اِلََّ مْ بِا لْ نَكُ يْ مْ بَ ا امَْوَا لَـكُ لُوْٰۤ كُْ مَنُوْا لََ تأَ مْ ۗ  نَ ا  كُ ـفُسَ ا انَْ ُوْٰۤ لُ ت قَْ مْ ۗ وَلََ ت

مًا  مْ رَحِيْ ا نَ بِكُ َ كَ  اِنَّ اللّٰه

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)6  

Kedua ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sembari tetap mawas diri, 

yang  dapat menjadi dasar atas perlindungan anak dari bahaya rokok, karena mereka yang 

dalam posisi rentan terpapar risiko kesehatan yang serius. Dalam konteks  hukum positif 

indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2), yang menyatakan bahwa, 

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara 

memiliki kewajiban dan menaruh tanggung jawab untuk memastikan lingkungan yang 

aman lagi sehat bagi anak-anak, termasuk dari risiko yang ditimbulkan oleh akses yang 

begitu mudahnya terhadap rokok. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menekankan hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan perlindungan dari barang 

yang berpotensi membahayakan kesehatan. Pasal 4 poin 3 Undang-Undang ini 

menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi produk. Rokok, sebagai produk yang berbahaya bagi kesehatan, 

seharusnya tidak dijual kepada anak-anak di bawah umur. Hal ini memperkuat dasar 

hukum untuk melarang penjualan rokok kepada anak-anak demi melindungi kesehatan 

dan keselamatan generasi muda mengenai informasi yang aktual mengenai keamanan 

dalam penggunaan produk apapun, serta tetap pada kepastian hukumnya pula.  

Undang undang nomor 36 tahun 2009 pasal 113 poin 3 produksi dan peredaran dari 

rokok yang termasuk zat adiktif tetap harus dalam keadaan standar dan di pasal 

selanjutnya rokok tersebut bilamana diproduksi setidak-tidaknya tetap mencantumkan 

peringatan kesehatan “dilarang menjual kepada anak usia dibawah usia 18 tahun dan 

perempuan hamil” dan layanan kesehatan berhenti merokok lewat dukungan medis 

psikologis maupun sosial. 

Meskipun terdapat peraturan tentang larangan penjualan rokok kepada anak di 

bawah umur, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya pelanggaran. Banyak 

daerah yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) khusus terkait larangan penjualan 

rokok kepada anak di bawah umur. 

 
6 Al-Qur’an Surah An-Nisa (4): 29 Via Al-Qur'an Indonesia https://quranapp.id 
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Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang 

mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pasal 6 poin 2 

pemerintah tidak lepas dari tanggung jawab ketersediaan akses terhadap informasi dan 

edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau 

bagi kesehatan.  

Pasal 7 poin 2 pemerintah disini mendorong pelaksanaan diversifikasi produk 

tembakau yang dimana demi mengurangi ketergantungan tanaman tembakau hanya 

berakhir menjadi produk rokok saja seperti menjadi ekstraksi nikotin untuk terapi medis, 

pestisida alami, penggunaan minyak atsiri tembakau, produk anti-mikroba, bioetanol, 

biodiesel, produk minuman herbal, produk vape dan e-cigarette dan produk tembakau 

tanpa asap yang tetap bisa menjadi opsi alternatifnya.  

Pasal 25 poin 1 dan 2 sejalan dengan undang undang kesehatan “penjualan rokok 

dilarang kepada anak anak dibawah usia 18 tahun dan tentu kepada wanita hamil” dan 

penjual seharusnya memastikan kembali bahwa pembeli sudah cukup umur dan bila perlu 

meminta kartu identitas sebagai bukti atas kecukupan umur dari pelanggan.  

Namun, di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya membatasi konsumsi rokok pada area tertentu yang 

ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Peraturan ini berfokus pada pembatasan ruang 

merokok, bukan pada perlindungan konsumen perokok, termasuk anak-anak di bawah 

umur yang tetap rentan terhadap akses rokok. Lemahnya cakupan perlindungan dalam 

Perda ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan konsumen, terutama bagi 

kelompok rentan seperti anak-anak. 

Studi dari Universitas Udayana mengidentifikasi bahwa perlindungan terhadap anak 

dari rokok secara daring masih lemah karena belum adanya mekanisme verifikasi identitas 

yang ketat pada marketplace. Mereka merekomendasikan agar Indonesia segera mengatur 

regulasi verifikasi identitas sebagai bentuk perlindungan. 

Selain itu, dari Universitas Muslim Indonesia menyoroti tantangan penegakan 

regulasi penjualan rokok di Indonesia, yang semakin sulit mengingat lemahnya kontrol 

terhadap akses rokok bagi anak-anak, khususnya di kalangan pelajar sekolah ditambah 

dengan perlindungan serta pencegahannya masih minim. Peraturan Daerah Kota Makassar 

nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok yang seharusnya hanya tempat tertentu 

saja diperbolehkan menghisap sebatang rokok dan itu diluar ruangan bukan di dalam 

ruangan pula. 

Penelitian ini juga tidak lepas oleh kebijakan-kebijakan preventif yang telah 

diterapkan oleh pemerintah, seperti adanya pelarangan permen berbentuk rokok melalui 

suatu peraturan menteri. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah normalisasi perilaku 

merokok di kalangan anak-anak dengan mengeliminasi produk yang dapat meniru bentuk 

dan daya tarik rokok. Pendekatan serupa diharapkan dapat diaplikasikan dalam konteks 



Legal Dialogica 

Volume 1 Issue 1 

6 

pengendalian peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yang tidak hanya mengabaikan standar 

produksi dan pengawasan kualitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kesehatan 

konsumen, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. 

Meskipun secara normatif telah ada larangan penjualan rokok kepada anak 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun dalam 

prakteknya (das Sein), penjual rokok eceran masih dengan mudah memberikan akses 

pembelian kepada anak-anak tanpa kontrol usia. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara das Sollen (aturan hukum yang ideal dan mengikat) dengan das Sein 

(realitas sosial yang terjadi di masyarakat), di mana hukum yang semestinya melindungi 

anak justru tidak efektif dijalankan. Lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum, 

serta faktor ekonomi menjadi pemicu utama pelanggaran terhadap ketentuan hukum 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam 

efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen perokok, sekaligus 

mengidentifikasi hambatan implementasi norma hukum di tingkat lokal. 

METODE  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu metode atau disebut 

juga metode penelitian lapangan (field research), yang dilakukan dengan cara langsung 

yaitu melalui proses wawancara serta kuesioner langsung yang pada prosesnya adalah 

tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang 

berhubungan dengan perbandingan efektivitas peratutan pemerintah nomor 109 tahun 

2012 terkait pelarangan penjual rokok memberi pada anakpapaun sebabnya..Jenis dan 

sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang dimana jenis data dibagi dalam 2 jenis yaitu:Data Primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung terkait 

permasalahan yang diteliti dengan pihak satpol pp kota makassar dan meyebarkan 

kuesioner pada penjual rokok dan anak perokok. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevannya 

dengan masalah dalam penulisan penelitian ini. 

HASIL PEMBAHASAN  

A. Faktor-faktor Mempengaruhi Anak di Bawah Umur Menjadi Konsumen Rokok 

di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 

Setiap peraturan perundang-undangan yang ditegakkan, tidak menutup 

kemungkinan adanya faktor yang berperan dalam penegakan hukum, baik faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain: 

1. Faktor Hukum itu sendiri 

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari adanya hukum itu 

sendiri. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar, serta adanya Peraturan Walikota 
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Kota Makassar Nomor 49 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok. 

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendukung, karena Perda 

tersebut sudah diperjelas pelaksanaannya di dalam Perwali, sehingga dapat 

meminimalisir dalam penafsiran yang berbeda-beda. 

Menurut Penulis kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda- 

beda sangat kecil, karena Peraturan daerah sudah dibuat sesuai dengan 

prosedur yang ada. Peraturan daerah dibuat dalam tata urutan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana Peraturan daerah 

jenis peraturan yang terbawah dan merupakan jenis peraturan yang 

terbawah maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di 

atasnya. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari perilaku, sikap, dan 

tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam 

permasalahan ini, penegak hukum yang dimaksud adalah satuan polisi 

pamong praja. 

Fakta di lapangan dapat dilihat tidak adanya penegakan hukum terkait 

masalah tersebut. hal tersebut disebabkan kurangnya jumlah anggota yang 

ada. Sehingga ketika Satpol PP fokus kepada satu penegakan penertiban 

pedagang kaki lima di atas selokan, anggota kami habis fokus untuk masalah 

ini dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu agenda 

prioritas, contohnya penertiban pedagang kaki lima di atas selokan kita 

butuh waktu 1 tahun hingga benar- benar bersih. 

Adanya pemakluman dari Satpol PP ketika adanya pelanggaran 

penjualan rokok kepada anak diusia di bawah umur sebenarnya medukung 

adanya penegakan ini, tapi ketika banyak masyarakat belum teredukasi 

semua oleh dinas terkait kita tidak bisa melakukan penindakan.  Ini sudah 

penekanan dari pihak dinas kesehatan untuk sekiranya membuat spanduk, 

dan stiker terkait larangan penjualan rokok. 

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dan faktor 

pendukung. Dilihat dari faktor pendukung, adanya semangat serta kesadaran 

dari pihak Satpol PP dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan. 

Dilihat dari faktor penghambatnya, kurangnya SDM yang ada, sehingga 

membuat kinerja dari Satpol PP terbatas. 

Menurut Penulis, Satpol PP merupakan ujung tombak pemerintah 

daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Sehingga penegak hukum 



Legal Dialogica 

Volume 1 Issue 1 

8 

harus melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. 

Hal tersebut tidak terlepas dari sikap profesional yang harus dimiliki setiap 

individu dari penegak hukum, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi 

masyarakat. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor sarana atau 

fasilitas karena faktor ini yang sangat berpengaruh bagi kelancaran 

pelaksana.  Faktanya di lapangan tidak adanya stiker, spanduk, atau iklan 

masyarakat yang menjelaskan larangan penjualan rokok kepada anak usia 

di bawah umur. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, 

karena hal tersebut dapat membantu dinas terkait dalam melaksanakan 

sosialisasi sampai dasar, dan hal tersebut jika ada dapat memudahkan pihak 

satpol pp dalam melakukan penegakan hukum.  

Menurut Penulis, fasilitas dan sarana tetap yang menjadi faktor yang 

utama yang harus dipenuhi sebelum adanya penegakan. Hal tersebut 

dikarenakan apabila penegakan dilakukan tanpa adanya fasilitas dan sarana 

dapat menjadi penghambat terhadap penegakan, seperti yang terjadi pada 

peraturan daerah ini, kurangnya fasilitas dan sarana membuat terhambatnya 

penegakan dalam peraturan daerah tersebut. Sehingga jika terdapat 

peraturan daerah baru, pemerintah ikut membangun atau membenahi 

fasilitas yang ada, agar terciptanya penegakan hukum yang baik.  

4. Faktor Masyarakat 

 Pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi faktor masyarakat. 

Pasal 18 ayat 2 bagian c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok masyarakat ikut serta dalam memberi bimbingan 

dan penyuluhan  agar timbul Kesadaran hukum. Kesadaran akan hukum 

yang dimiliki setiap masyarakat akan mempengaruhi pula efektivitas 

penegakan hukum yang akan berjalan tersebut. Kesadaran hukum 

masyarakat dapat timbul dengan adanya sosialisasi terkait peraturan itu 

sendiri.  

Faktanya di lapangan sosialisasi mengenai larangan penjualan rokok 

kepada anak dibawah umur ini masih sampai permukaan belum sampai 

dasar. sosialisasi dilakukan bertahap, untuk tahap awal masih tahap 

organisasi dan melalui media radio, belum sampai kepada mendatangi 

masyarakat terutama penjual. 

Bagi penulis, yang seharusnya sosialisasi sebaiknya dilakukan sampai 

ke akarnya, yang dalam hal ini hingga ke tingkat rumah tangga. Sehingga 

kemudian masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum 
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tersebut dengan cara mensosialisasi kepada lingkup yang lebih kecil yaitu 

lingkup keluarga. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, 

karena hal tanpa adanya sosialisasi masyarakat tidak akan mengetahui 

adanya peraturan tersebut, jika tidak mengetahui adanya sebuah peraturan 

bagaimana masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum. 

Menurut Penulis hal diatas menjadi faktor penghambat, sosialisasi 

menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang sama dan mencegah 

timbulnya kekeliruan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku kepada 

setiap masyarakat.  Sehingga sosialisasi tersebut dapat menimbulkan 

kesadaran akan manfaat akan peraturan tersebut dan menimbulkan rasa 

sadar terhadap hukum pada masyarakatnya. 

Penulis menyebar kuesioner kepada 20 orang yang merupakan penjual 

dimana data tersebut digunakan bagi Penulis dalam melihat masalah yang 

terjadi dilapangan. Hasil nya menunjukan 85% penjual tetap melakukan 

penjualan kepada anak dibawah umur dan pembeli di bawah umur tetap bisa 

melakukan pembelian rokok . Berikut rekapitulasi kuesioner yang disebar 

oleh Penulis. 

Penulis juga menyebar kuesioner kepada 5 orang yang merupakan 

perokok anak dimana data tersebut digunakan bagi Penulis dalam melihat 

masalah yang terjadi dilapangan. Hasil nya menunjukan 80% perokok tetap 

melakukan pembelian rokok di penjual eceran walau tahu akan dapat 

teguran dari orang tuanya jika tertangkap basah merokok bersama dengan 

seorang teman. Berikut rekapitulasi kuesioner yang disebar oleh 

Penulis.Rekap kuesioner perokok anak di Kecamatan Panakkukang Kota 

Makassar. 

Penulis juga memberikan beberapa pertanyaan terkait demografi 

pembeli, alasan penjual tetap melakukan penjualan rokok kepada anak 

dibawah umur, serta pendapat penjual tentang usia wajar seseorang untuk 

merokok. Dari 20 responden, 2 responden menjawab jika dalan sehari 

warungnya mendapat 1 sampai dengan 3 orang pembeli rokok usia dibawah 

18 tahun. Kemudian 5 responden menjawab jika dalam sehari warungnya 

bisa kedatangan 5 sampai dengan 7 orang pembeli rokok usia dibawah 18 

tahun. Sisanya sebanyak 13 responden menjawab dalam sehari warungnya 

dapat melakukan penjualan terhadap anak dibawah 18 tahun sebanyak lebih 

dari 10 orang. 

Terkait dengan latar belakang tetap melakukan penjualan rokok 

terhadap anak dibawah umur, 16 responden menjawab keuntungan menjadi 

latar belakang utama tetap terjadinya transaksi tersebut. Sedangkan 4 
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responden mengakui tetap melakukan penjualan karena ketidakpahaman 

terkait peraturan yang berlaku. 

Pertanyaan mengenai usia wajar seseorang merokok, dari 20 

responden 14 diantaranya menjawab usia diatas 18 tahun adalah usia wajar 

seseorang untuk merokok. Kemudian 6 responden menjawab usia wajar 

untuk merokok adalah di atas 20 tahun. 

Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang 

terdiri dari anak-anak perokok aktif di Kecamatan Panakkukang, diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak mulai merokok karena 

pengaruh teman sebaya dan kemudahan akses terhadap rokok yang dijual 

secara eceran di warung-warung sekitar pemukiman dan sekolah. Data ini 

didukung dengan narasi hasil wawancara dengan kak ira bahwa menjual 

rokok kepada anak bukan pelanggaran serius. 

 

Gambar 4.1 Peta penyebaran perokok anak di kecamatan Panakkukang Kota 

Makassar. 

kondisi ini diperkuat dengan visualisasi melalui peta sebaran anak 

perokok di Kecamatan Panakkukang. Titik-titik konsentrasi perokok anak 

terlihat terkonsentrasi di beberapa ruas jalan besar, seperti Jalan Racing 

Center, Jalan abdullah daeng sirua, jalan adyaksa, dan Jalan pettarani. 

Keempat titik ini merupakan wilayah padat penduduk dan memiliki jumlah 

warung atau kios eceran yang cukup banyak. Di sekitar area ini juga terdapat 

sekolah-sekolah, baik SD, SMP, hingga SMA, yang memperlihatkan adanya 

korelasi antara lokasi penjual eceran dan kebiasaan merokok anak. 

Dengan demikian, hasil kuesioner dan peta distribusi memperkuat 

dugaan bahwa akses fisik yang dekat terhadap rokok turut mendorong anak-

anak untuk menjadi konsumen perokok aktif. Hal ini menunjukkan 

lemahnya pengawasan terhadap implementasi larangan penjualan rokok 

kepada anak-anak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. 
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Pengaruh lingkungan sekitar, termasuk lemahnya kontrol dari orang 

tua dan masyarakat, juga memperparah kondisi ini. Dalam konteks teori 

kontrol sosial Travis Hirschi, ikatan sosial yang lemah dengan keluarga dan 

sekolah dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk merokok pada usia 

dini.  Penulis berpendapat kontrol sosial ini berperan penting untuk 

mengurangi dampak yang kemudian akan terjadi jika perokok usia dini kian 

meningkat. 

Situasi ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan 

aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi berbasis wilayah, 

misalnya dengan mendata dan memberi peringatan kepada warung yang 

berada dekat dengan fasilitas pendidikan serta memperketat pengawasan 

terhadap pelanggaran penjualan rokok eceran. 

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang teknis UU 

kesehatan yang didalamnya memuat Larangan Penjualan Rokok Eceran di 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan turunan 

dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit 

memuat ketentuan larangan penjualan rokok secara eceran atau per batang. Kebijakan 

ini bertujuan untuk mengurangi aksesibilitas rokok, terutama bagi anak-anak dan 

remaja yang menjadi kelompok rentan terhadap bahaya rokok. 

1. Pemahaman dan Pengetahuan Penjual Rokok Eceran 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 penjual rokok eceran di 

Kecamatan Panakkukang, Pak Syamsul berpendapat   bahwa sebagian besar 

dari mereka belum sepenuhnya mengetahui adanya larangan penjualan 

rokok secara eceran . Dari total 20 penjual,14 orang mengaku tidak 

mengetahui aturan tersebut secara spesifik,6 orang pernah mendengar 

sekilas namun menganggap belum diberlakukan secara efektif di tingkat 

lapangan. ini mengindikasikan rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah maupun instansi terkait, seperti Satpol PP tentunya.  

2. Tingkat Penegakan dan Pengawasan 

Wawancara dengan Seorang pejabat Satpol PP Kecamatan 

Panakkukang mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi 

teknis khusus atau operasi terpadu terkait pengawasan larangan penjualan 

rokok eceran. Penegakan hukum masih fokus pada penertiban umum, dan 

isu penjualan rokok kepada anak-anak belum menjadi prioritas utama.Hal 

ini menunjukkan bahwa implementasi aturan masih lemah pada tahap 

pengawasan dan penindakan, serta belum ada koordinasi antarinstansi 

secara efektif untuk menegakkan larangan tersebut. 
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3. Kenyataan yang ada di Lapangan 

Dari observasi lapangan yang dilakukan di sekitar sekolah dasar dan 

menengah di Kecamatan Panakkukang, ditemukan bahwa: Penjual eceran 

masih secara terbuka menjual rokok per batang; Lokasi penjualan rokok ada 

sangat dekat dengan sekolah, bahkan radius nya kurang dari 100 meter dari 

area pendidikan; dan Tidak ada papan peringatan atau larangan penjualan 

rokok kepada anak. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa aturan tidak sejalan dengan praktik 

di masyarakat (das Sein tidak sesuai dengan das Sollen). Meski norma 

hukum telah menetapkan larangan, tetapi implementasinya masih 

menghadapi tantangan serius dalam aspek pengawasan, sosialisasi, dan 

perubahan perilaku pelaku usaha kecil. 

4. Tinjauan Hukum lebih lanjut 

Dari aspek hukum perdata, Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian 

mengikatkan dirinya atas suatu barang dan pihak lain membayar atas harga 

yang telah diperjanjikan. Praktik jual beli yang terjadi antara penjual eceran 

dan anak di bawah umur Memenuhi unsur penyerahan barang berupa rokok 

dan imbalan berupa uang. namun masalah sebenarnya yang terjadi ketika 

menyerahkannya pada anak dibawah umur yang sudah barang tentu menurut 

hukum dilarang. 

Unsur keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, khususnya mengenai kecakapan para pihak. Anak belum 

cakap bertindak hukum untuk melakukan transaksi tersebut. Sebab dari jual 

beli haruslah halal dan tida\ak bertentangan dengan hukum, namun jika 

rokok diperjualbelikan kepada anak maka perbuatan tersebut dapat 

dianggap batal demi hukum atau setidak-tidaknya kurang sah secara moral 

dan legal. 

Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab dilarangnya jika keadaan 

undang-undang melarang atau bahkan ketidaksesuaian menurut kesusilaan 

dan ketertiban umum. Jual beli rokok kepada anak anak melanggar 

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan undang undang kesehatan 

nomor 17 tahun 2023 sehingga jelas sebabnya dapat dianggap terlarang dan 

melanggar kesusilaan ataukah keselamatan umum, sesuai dengan penjelasan 

pasal ini. 

Selain itu, dalam perspektif nilai moral Islam, transaksi jual beli 

seharusnya mengandung prinsip kebaikan dan kemanfaatan (maslahah). 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan 

memakan harta dengan cara yang batil. Menjual barang yang 
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membahayakan (seperti rokok) kepada anak tergolong sebagai jual beli 

yang merusak dan bertentangan dengan etika muamalah Islam. 

Dalam konteks ini, rokok secara zat bukanlah makanan yang thayyib. 

Rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan kesehatan, dan 

berbagai fatwa, seperti Fatwa MUI No. 4 Tahun 2009, telah menyatakan 

bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan di 

tempat umum. 

Dengan demikian, praktik penjualan rokok kepada anak-anak 

merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip muamalah yang sah, karena: 

Objek jual belinya (rokok) tidak thayyib dan Konsumennya (anak-anak) 

termasuk golongan yang wajib dilindungi dari bahaya, dan transaksi ini 

dapat membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaat (mafāsid lebih 

besar dari maṣāliḥ). 

5. Hambatan dalam Implementasi 

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan larangan 

ini tentu karena kurangnya regulasi teknis pelaksanaan di tingkat daerah, 

masih minimnya kesadaran hukum penjual eceran dan sudah barang tentu 

dari lemahnya fungsi pengawasan oleh aparat akan ketidakjelasan sanksi 

administratif untuk pelanggar. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. KESIMPULAN 

1. Faktor utama yang mempengaruhi anak dibawah umur menjadi konsumen rokok di 

Kecamatan Panakkukang adalah kemudahan akses pembelian rokok secara eceran, 

kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali, serta pengaruh lingkungan dan 

pergaulan sebaya. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum baik dari 

pihak penjual maupun masyarakat umum terhadap larangan menjual rokok kepada 

anak. 

2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan 

penjualan rokok secara eceran belum berjalan optimal di Kecamatan Panakkukang. 

Masih banyak penjual eceran yang menjual rokok per batang tanpa verifikasi usia 

pembeli, dan pengawasan dari aparat penegak perda, seperti Satpol PP, belum 

dilakukan secara rutin dan menyeluruh. 

B. SARAN 

1. Kepada para orang tua/wali dan penjual rokok, perlu ditingkatkan kesadaran 

hukum serta tanggung jawab sosial untuk melindungi anak-anak dari akses 

terhadap rokok. Penjual sebaiknya diberi edukasi tentang larangan menjual rokok 
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kepada anak di bawah umur, dan orang tua didorong untuk lebih aktif memantau 

serta membatasi pergaulan dan pengeluaran anak. 

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Satpol PP, perlu dilakukan pengawasan yang lebih 

ketat dan berkelanjutan terhadap praktik penjualan rokok eceran, khususnya yang  

menyasar anak-anak. Selain itu, sosialisasi aturan baru (PP 28/2024) harus 

ditingkatkan dengan pendekatan yang melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, dan 

sekolah. 
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